Studi Banding E-Government di Asia : Malaysia dan India
Malaysia
· Perkembangan ICT di Malaysia dilatarbelakangi oleh pergeseran pola pembnagunan ekonomi yang semula menitikberatkan pada keunggulan komparatif dalam bentuk upah tenaga kerja yang murah kemudian beralih menjadi ekonomi berbasis pengetahuan.

· Konsekuensinya, pemerintah berupaya keras mendorong semakin banyaknya SDM yang berkualitas, terdidik dan inovatif sebagai modal utama pembangunan.

· Kebijakan strategis yang ditetapkan untuk mencapai ekonomi berbasis pengetahuan adalah “Vision 2020” yang diluncurkan tahun 1996 oleh Mahatir Mohammad. Vision 2020 berisi gagasan mewujudkan Malaysia industri maju berbasis pengetahuan pada tahun 2020. Untuk mencapai visi tersebut, Malaysia menitikberatkan pada penguasaan teknologi dengan tetap mempertahankan identitas kulturnya serta mengelola keragaman etnis dan ras di Malaysia. Visi ini diarahkan untuk menjawab 3 tantangan penting yang dihadapi oleh Malaysia, yaitu:

a) Tantangan ekonomi (bagaimana meningkatkan daya saing)

b) Tantangan sosial (bagaimana menjembatani kesenjangan)

c) Tantangan global (bagaimana menghadapi era informasi)

· Dalam bidang kebijakan, disusun sejumlah Cyberlaws termasuk berupa kebijakan insentif untuk mendorong investasi domestic maupun asing. Contohnya: Bill of Guarantees (UU Perlindungan) yang berisi perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI), kebebasan dari sensor internet, kebebasan kepemilikan, insentif financial yang kompetitif, tarif telekomunikasi yang kompetitif. 
· Dalam hal kelembagaan, dibentuk International Advisory Panel (IAP) yang beranggotakan para pakar internasional dari berbagai bidang, a.l Bill Gates (Microsoft), IBM, Acer dan Kenichi Ohmae.
India 

· Kebijakan strategis di bidang ICT dimulai 1998 melalui pembentukan lembaga nasional technology and software development task force (satuan tugas pengembnagan teknologi dan software nasional) yang bertugas:

a. Merumuskan kebijakan nasional di bidang informatika dalam rangka mempersiapkan India menghadapi era ICT dalam 10 tahun mendatang.

b. Merekomendasikan rencana aksi bagi pemerintah untuk mendorong perkembangan industri ICT.
· Kebijakan strategis ini kemudian diimbnagi dengan dikeluarkannya sejumlah regulasi, yaitu:

a. UU Teknologi Informasi (2000)

· UU Konvergensi Komunikasi (2001) yang mengatur konvergensi/integrasi komunikasi antara telekom, internet, dan jasa penyiaran termasuk mengatur masalah perijinannya
· Agenda bagi kebijakan e-governance (2001) yang memuat langkah menuju kebijakan dan program e-governance, termasuk standarisasi, pendanaan dan SDM

· UU kebebasan informasi (2002)
· Kebijakan baru telekomunikasi (1999) yang membuka akses telekomunikasi sampai ke pedesaan

· UU Korporatisasi (2000) yang mengubah status Departemen Telekomunikasi menjadi Persero untuk mendorong kinerjanya

· UU kewenangan pengaturan telekomunikasi yang mengatur pembentukan lembaga penyelesaian perselisihan telekomunikasi

· UU partisipasi sektor privat

· Visi e-governance di India “ mengaplikasikan ICT dalam proses kepemerintahan untuk mencapai praktik pemerintahan yang S.M.A.R.T”  ( S = Sederhana M = Moral A = Akuntabel R = Responsif T = Transparan.

· Strategi untuk mencapai visi tersebut:

a. Membangun institusi pelaksana, baik di Kementerian TI maupun di departemen lainnya untuk menciptakan jaringan yang cepat dan memadai bagi aplikasi e-governance

b. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur untuk mengoperasionalkan e-governance
c. Mendorong pengembangan mekanisme dan institusi sejenis di Negara-negara bagian

d. Mendorong penerapan e-governance di lembaga-lembaga pemerintahan lainnya (legislatif maupun yudikatif)

e. Menyusun kebijakan untuk melindungi privasi dan keamanan data dalam sistem keamanan internet, baik dalam domain publik maupun privat.
